
BUPATI SITUBONDO 
PBRATURAII 

BUPAfl SITUBOIIDO 
IIOMOR ~ TAIIUJI 2012 

TBNTAIIO 

PBRUBAIIAII ATAB PBRATURAII BUPATI BITOBOn>O RO■OR 4 TABUll 
2011 TBlffAIIO l'alBBIIT1JKAI( UlDT LAYAIIAII PBIIGADAAR fOLPt 

BARAIIG/JASA PBIIBRIIITAB KABUPATBII SITOBOIIDO 

DBIIGAII RAIIIIAT TUIIA1I YAIIG 11.ABA. BS.A. 

BUPAfl SITOBOIIDO, 

ll•nlmbeng a. bahwa sehubungan dengan adannya berubahan kedua 
terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah, maka Peraturan Bupati yang mengatur 
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu 
disesuaikan. 

b. bahwa guna maksud sebagaiamana tersebut pada huruf 
a konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pem.bentukan 
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah 
Kabupaten Situbondo. 

Menginpt l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten daJam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 clan Berit.a 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 TahWl 1965 (Lembaran Negara Republic 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegJU'a 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara· Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang · 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 59 Tahun 2010 (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang 
Pengelolaan · Vang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41); 
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14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012 tentang Pernbahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah; 

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PFrr/KA/VII/2009 
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) Barang/Jasa Pemerintah; 

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Bara.ngt/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012 ten tang Pen.ibahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 
Tahun 2008 Nomor 2); 

16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4). 

IIEIIUTUSKAR : 

llenetaplmn: PBRATURAR BUPATI TBifTAIIG PERUBAIIAII ATAS 
PBRATURAlf BUPATI SITUBOIIDO ROKOR 4 TAIIUlf 2011 
TBJITAJIO PEIIBEIITUKAII UlOT LAYAIIAJI PEBGADAAK 
(ULP) BAROO/JASA PEIIERllfTAR KABUPATBII 
SITUBOIIDO. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 
Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 
Nomor 4) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagi 
berikut: 

Pasal 3 

( 1) Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dalain ULP 
dilakukan oleh Kelompok Kerja. 

(2) Keanggotaan ULP Wajib ditetapkan untuk : 
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a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa 
lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah); 

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal 
beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan 
dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas 
pekerjaan 

(4) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), dapat di ban tu oleh tim atau tenaga ahli 
pemberi penjelasan teknis. 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasa14 

(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa 
lainnya yang bemilai paling tinggi Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat 
dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat 
Pengadaan. 

(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bemilai 
paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja 
ULP atau Pejabat Pengadaan. 

(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) 
orang Pejabat Pengadaan. 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

PasalS 

( 1) Kepala ULP / Anggota Kelompok Kerja ULP /Pejabat 
Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas; 

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

c. memaharni jenis pekerjaan tertentu yang 
menjadi tugas ULP / Kelompok Kerja 
OLP/ Pejabat Pengadaan yang bersangkutan ; 

d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur 
Pengadaan; 

e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan 
Barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang 
clipersyaratkan; dan 

f. menandatangani Pakta Integritas. 

(2) Persyaratan Sertifikat Keahlian Pengadaan 
Barang/ Jasa pada ayat (1) huruf e dapat 
dikecualikan untuk Kepala OLP. 
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4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berilrut: 

Pasal 10 

Togas pokok dan kewenangan 
ULP/Pejabat Pengadaan, meliputi: 

Kelompok Kerja 

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa; 

b. menetapkan Dokumen Pengadaan; 

c. menetapkan besaran nominal Jarninan Penawaran; 

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa di Website Kantor/Dinas/Instansi 
masing-masing dan papan pengumuman resmi 
untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE 
untuk diumumkan; 

e. menilai kualifikasi Penyeclia barang/ Jasa meJaJui 
prakualiftlcasi dan pascalrualifikasi; 

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga 
terhadap penawaran yang masuk; 

g. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA. 

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 11 

Secara khusus tugas dan kewenangan Kelompok Kerja 
Unit layanan Pengadaan selain sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 10, meliputi: 

a. menjawab sanggahan ; 

b. menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk : 

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk 
paket pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa lainnya yang bemilai paling 
tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah) ; atau 

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai 
paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 

c. rnenyampaika.n basil Pernilihan dan salinan 
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; 

d. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia 
Barang/ Jasa; 

e. membuat laporan mengenai proses Pengadaan 
kepada Kepala ULP 
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6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 12. 

Secara khusus tugas dan kewenangan Pejabat 
Pengadaan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, 
meliputi: 

a. menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk : 

at Penunjukan Langsung atau Pengadaan 
Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa. lainnya 
yang bemilai paling tinggi 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) ; dan/ atau 

b} Penunjukan Langsung atau Pengadaan 
Langsung untuk pa.ket Pengadaan Jasa 
Konsultansi yang bemilai paling tinggi Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

b. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan 
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepa.da 
PPK; 

c. menyerahkan dokumen asli pem.ilihan Penyedia 
Barang/ Jasa kepada PA/ KPA; 

d. membuat laporan mengenai proses Pengadaan 
kepada PA/ KPA. 

PaaalD 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

t
. tapkan di Situbondo 

c1a tanggat O 1 AUG 2012 
BUPATI SITUBOllDO, 

r~ ~ 
'--== ..2'77'5 

DADARG WIGIARTO 

Diundangkan di Situ 
pada tanggal O 1 G 

HADI WIJOJIO, 

SERITA DABRAII KABUPATElf SITOBOIIDO TAIIUI( 2012 ROIIOR -3(o 


